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ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan untuk menyesuaikan Transparansi dan
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada pemerintahn Desa Balam Jaya
Kecamatan Tambang.«Kabupaten Kampar dengan.Permendagri No.20 Tahun
2018. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Desa Balam Jaya.Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar yang beralamat di JI. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 32.
Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu
menganalisis_dan meringkas. data {yang  @ikumpulkan dalam bentuk observasi,
wawancara dan dokumentast yang kemudian ‘akan .ditarik kesimpulan untuk
disajikan ke dalam skripsi. Hasil penelitian ini adalah pada tahap Transparansi di
Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sesuai dengan
Permendagri No.20 Tahun 2018, karena belum adanya papan pengumuman atau
papan informasi yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban dan kegiatan-
kegiatan vyang. tertulis. Sedangkan pada Akuntabilitas tahap Perencanaan,
Pelakanaan dan Pertanggungjawaban di Desa Balam Jaya telah sesuai atau dapat
dikatakan accountable berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018. Namun
Akuntabilitas pada tahap Penatausahaan dan Pelaporan di Desa Balam Jaya belum
sesuai berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018, karena pada tahap
Penatausahaan, buku kas umumnya. tidak ditutup setiap akhir bulan, akan tetapi
buku kas umumnya ditutup setiap akan dilakukannya pelaporan semester. Dan
pada tahap Pelaporan, laporan semester pertama APB Desa yang terdiri dari
laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi anggaran yang seharusnya
dilaporkan minggu kedua bulan Juli‘akan-tetapilaporan tersebut di laporkan bulan
September dan Oktober pada tahun 2019 dan 2020.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa.



ABSTRACT

This study aims to adjust the Transparency and Accountability of Village
Financial Management in the government of Balam Jaya Village, Tambang
District, Kampar Regency with Permendagri No. 20 of 2018. The location of this
research is in Balam Jaya Village, Tambang Districty:Kampar Regency which is
located at JI. Raya Pekanbaru-Bangkinang Km 32. Types.and sources of data
used are primary data and secondary data. The method used.in this study is
descriptive qualitative, namely analyzing and summarizing the data collected in
the form of observations, interviews and documentation which will then draw
conclusions to be presented in.the thesis: The, results of this study are that at the
Transparency stage in Balam-Jaya Village, Tambang District, Kampar Regency,
it is not in .accordance-with Permendagri No. 20 of*2018, because there is no
notice board-or information board containing the Accountability Report and
written activities. Meanwhile, at the Planning, Implementation and Accountability
stages in Balam Jaya Village, it is appropriate or can be said to be accountable
based on Permendagri No. 20 of 2018. However, Accountability at the
Administration and Reporting stage in Balam Jaya Village is not yet appropriate
based on Permendagri No. 20 of 2018, because at the AdminiStration stage, the
cash book is generally not closed at the end of the month, but the cash book is
generally closed every semester reporting will be carried out. And at the
Reporting stage; the first semester report on.the Village APB consisting of a
Village APB implementation report and a budget realization report that should
have been reported the second week of July but the report was reported in
September and.October in 2019 and 2020.

Keywords: Transparency, Accountability,Village Financial Management.
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Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.”



Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil menuntut adanya pembaharuan
untuk mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan berharap akan
meningkatnya kehidupan masyarakat didesa yang jauh dari kemiskinan.
Banyaknya permasalahan yang.ada di desa begitu kompleks sehingga membuat
desa mempunyai alasan untuk berkembang dan maju dalam upaya pembangunan
yang secara terus-menerus. . Relaksanaan: pembangunan desa tidak lepas dari
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
Pelaksanaan pembangunan desa juga harus sesuai dengan apa yang telah
direncanakan _dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan
pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa.

Pendanaan untuk setiap kegiatan pembangunan desa, memerlukan biaya
yang terbilang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Dana Desa, yaitu “dana yang dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan
pemerintahan, pengoperasian, pembangunan, pemeliharaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat, yang dananya tersebut berasal dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota".

Filosofi dana desa merupakan langkah untuk memakmurkan kesejahteraan
masyarakat dan pemerataan pembangunan sebagai kewajiban pemerintah untuk
memperkokoh otonomi daerah serta desentralisasi fiskal. Kini penerimaan dana
pembangunan desa berpangkal dari beberapa macam sumber, dana yang
bersumber dari APBN disebut dana desa (DD), selain itu ada juga kewajiban 10%

dari dana alokasi umum (DAU) dan ditambah dana bagi hasil (DBH) yang disebut
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alokasi dana desa (ADD). Dana desa juga dapat dikatakan sebagai jembatan untuk

mempercepat laju pembangunan desa, hal ini membuat proses pengelolaannya

benar-benar dikelola oleh desa sesuai kebutuhan masyarakat (Ngakil & Kaukab,

angan desa Yyaitu
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Siklus Pengelolaan Keuangan Desa tidak akan berjalan lancar tanpa adanya

tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good Governance). Salah satu Good

yaitu hal yz

BUENS LR

A s
)
QD
>
>
D
=
O
[
g
QD
=)
QD
wn

g
3 3
QO
>
3
>
o
QD
>
QD
o)
=
P
3
2.
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Maka dari i

Menurut (Mardiasmo, 2018) Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak
pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak

dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.



Pengaktualan Akuntabilitas akan membangun kepercayaan masyarakat
terhadap kinerja keuangan pemerintah sekarang, dan hal ini telah menjadi
perbincangan penting dalam pengelolaan keuangan pemerintahan. Untuk dapat
menjalankan prinsip akuntabilitas.tersebut, diperlukan beberapa sumber daya dan
sarana pendukung, seperti sumber daya manusia yang ahli serta dukungan sarana
teknologi informasi yang memadai dan dapat «digunakan dengan baik (Ridwan,
2019).

Desa Balam Jaya merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar, dengan luas wilayah 420 Ha. Mayoritas penduduk
Desa Balam Jaya pada umumnya bekerja sebagai petani, pedagang, dan peternak.
Adapun Dana yang diterima Desa Balam Jaya ditahun 2019 adalah sebesar Rp
1.253.837.000,- dengan rincian sebagai berikut : Pendapatan Transfer yang terdiri
dari Dana Desa'Rp 743.033:000,- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Rp 33.489.000,-
Alokasi Dana Desa Rp 477.315.000. Sedangkan di tahun 2020 Dana yang
diterima Desa Balam Jaya adalah sebesar Rp Rp 1.385.767.000,- dengan rincian
sebagai berikut : ‘Pendapatan Transfer yang terdirt dari Dana Desa Rp
750.179.000,- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi-Rp 38.432.000,- Alokasi Dana Desa
Rp 512.156.000,- Bantuan Keuangan Provinsi Rp 85.000.000.

Dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Balam Jaya melewati
beberapa tahapan, seperti tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Untuk membahas dan menyepakati tentang
pembangunan desa, Desa Balam Jaya mengadakan Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (Musrengbangdes), yang di hadiri oleh perangkat Desa dan
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masyarakat Desa Balam Jaya, ini dilakukan 1 kali pada tahun anggaran, langkah-
langkah Musrengbangdes di Desa Balam Jaya yaitu menetapkan prioritas apa saja

yang akan dilakukan dalam tahap pelaksanaan nanti, hal ini akan dituangkan

yaitu tahap

ukan adalah

peraturan yang ada. Dimana laporan realisasi APBDes tidak dijabarkan secara
terperinci sehingga masyarakat tidak tahu kegiatan apa saja yang dilakukan oleh
desa, kegiatan apa saja yang belum selesai dan kegiatan apa saja yang belum
terlaksana. Selain itu tidak adanya alamat pengaduan berupa website, hal ini

membuat masyarakat sulit untuk mengakses informasi tentang desa.



Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dengan judul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan

Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang

1.3

iy disay yejepe il udwnyo(]

. Penelitian ini ' i dan mendiskripsikan

nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

Akuntabilitas Pengelolaa angan Desa Pada Pemerintahan Desa

Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:
1. Bagi penulis, Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah

wawasan dan gambaran penulis mengenai Alokasi Dana Desa.
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2. Bagi Desa Balam Jaya, Penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan

pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menerapkan akuntabilitas dan

transparasi dalam pengelolaan keuangan desa.

usan masalah,
a penulisan.

BAB Il TEL

Bab ini berisi tentang desain penelitian, objek penelitian, definisi
variable penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan
data dan teknik analisis data.

BAB IVHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang mengenai bagaimana gambaran umum desa,

hasil penelitian, dan pembahasan.
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BABV SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisis tentang simpulan, dan selanjutnya penulis akan

memberikan beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa
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BAB Il

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Good Governace

Menurut (Mardiasmo, 2018:22) Good Governance dapat diartikan sebagali
cara mengelola urusan-urusan-publik dengan-baik atau kepemerintahan yang baik.
Good Governance mempunyai tujuan untuk membuat administrasi publik lebih
dekat dengan masyarakat, membuat administrasi publik yang berdaya guna,
memastikan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan
dengan mengungkapkan pendapat yang memperkaya isi. keputusan dan
meningkatkan efisiensi pelaksanaannya, memperkuat demokrasi, meningkatkan
legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses terbuka dan
dapat dipahami. Maka dari ‘itu-wujud dari Good.Governance adalah terwujudnya
prinsip pemerintahan daerah yang jujur, suportif dan bertanggungjawab dengan
tetap menjaga sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Good Governance merupakan landasan penyelenggaraan pemerintahan yang
menekankan tentang pentingnya kerja sama dalam kesetaraan dan keseimbangan
antara sektor publik, sektor swasta dan masyarakat. Good Governance ini
memperlihatkan adanya visi baru atau paradigma baru administrasi publik yang
disebut dengan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance). Paradigma
Good Governance menegaskan pentingnya kesetaraan antara institusi Negara,
swasta, dan masyarakat. Mencermati pernyataan tersebut seolah menunjukkan ada

perubahan paradigma yang semakin menjadikan abdi masyarakat ikut berperan

10
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penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terlihat dari adanya
perpaduan kerjasama antara pihak pemerintah dan swasta dalam proses

penyelenggaraan pemerintahan, yaitu bekerja sama untuk kepentingan

dari segi fungsional

mewujudka

transparan,

ARARNANEEY

t“é\%

kepentingan

Adapun karakteristik Good Governace , diantaranya:

1. Participation. Dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun
tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan
aspirasi maka masyarakat terlibat dalam hal tersebut.

2. Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang

bulu.
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3. Transparency. Kebebasan atau kemudahan dalam memperoleh infomarsi
yang berkaitan dengan kepentingan publik bagi pihak yang membutuhkan.

4, Responsiveness. Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam

8. wajib
9 dan masyarakat
0, 2018:23)

t dari pemerintah
pusat, maka jum ngelolaan keuangan
desa, tentunya memb ..@ g-besar dari aparatur desa. Oleh
karena itu, pemerintah . i ne an prinsip akuntabilitas dan

transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, dimana segala kegiatan
pemerintahan desa dapat diatribusikan kepada masyarakat sesuai dengan undang-
undang, sehingga tercapainya tata kelola pemerintahan desa yang baik (Good

Village Governance).
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2.1.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan
Pada era globalisasi, reformasi, peran akuntansi semakin dibutuhkan, tak
kala tuntutan transparansi semakin terus melonjak. Tidak hanya untuk kebutuhan

untuk  kebutuhan

transaksi ¢

yudikatif,

Menurut Abdul Halim (20 alam (Fauzia, 2019) Definisi akuntansi
pemerintahan ialah metode persepsi, perhitungan, pencatatan, dan pelaporan
transaksi ekonomi (keuangan) oleh instansi pemerintah yang memberikan
informasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan pengambilan keputusan
ekonomi. Selain itu akuntansi pemerintahan merupakan aspek akuntansi yang

bersangkutan dengan lembaga pemerintah dan lembaga yang tidak bertujuan

mencari laba (digolongkan sebagai akuntansi mikro) (Lestari, 2017).
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Dalam menjalankan akuntansi pemerintah, Perlu adanya peraturan
perundang-undangan sebagai dasar pelaksanaannya. Landasan hukum yang

digunakan adalah gudang legalitas resmi, khususnya kegiatan yang berhubungan

erintahan Negara
kepala Desa atau

mempunyai peran strategis dala ' masyarakat setempat dalam rangka
mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan peran tersebut, maka akan
dikeluarkan suatu peraturan atau undang-undang pemerintahan desa yang
mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga roda
pemerintahan dapat berfungsi secara optimal (Sujarweni, 2015).

Pemerintah desa yang dijelaskan dalam undang-undang nomor 6 tahun

2014 adalah:
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Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertujuan untuk
Pembangunan Desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana
pengembangan«potensi ekonomi lokal, serta®pemanfaatan sumber daya
alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Salah satu cara pemerintah desa membangun desa adalah dengan
memberdayakan masyarakat Desa,Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya
mengembangkan, dan “memperkuat kemandirian dan-pengetahuan masyarakat,
sikap, kesejahteraan, keterampilan, perilaku, = kapasitas, kesadaran, serta
pemanfaatan sumber daya melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan
pendampingan yang sesuai dengan sifat permasalahannya dan prioritas kebutuhan

masyarakat desa.

2.1.4 Pengertian Desa
Dalam Permendagri/Nga:-20 tahun 2018-tentang Desa, menyatakan:
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem_pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Menurut (Bastian,2015) Desa merupakan sebuah agregasi permukiman di
kawasan perdesaan. Wujud sebuah desa umumnya memiliki sebuah nama,
tempat, dan batasan-batasan wilayah yang memiliki tujuan untuk memudahkan
pengaturan sistem pemerintahannya.

Desa berbeda dengan Kelurahan. Desa mempunyai hak untuk mengatur

wilayahnya lebih luas. Akan tetapi dalam perkembangannya, sebuah desa bisa
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diubah statusnya menjadi kelurahan. Desa juga tidak bawahan kecamatan, karena
kecamatan termasuk bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, sedangkan

desa tidak termasuk bagian dari perangkat daerah. Adapun kewenangan Desa

diolah, kemudia -&.

laporan keuangan. da .@‘

Schat man ntingan
 berb pemangku kepentingan.
‘

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Desa, menyatakan:

(Sujarweni, 2015: 17).

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Keuangan
Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta
dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Keuangan desa berasal dari Pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
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(APBN). Dalam mengelola keuangan desa Pemerintah Desa diwajibkan
menerapakan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif yang berimbang dengan
sistem akuntansi keuangan pemerintah. Dalam menjalankan pengelolaan
keuangan desa, pengelolaannya.dilangsungkan oleh Kepala desa yang dibantu
Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari

sekretaris desa dengan dibantu.bendahara desa:

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 tentang Desa, menyatakan:
Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang

meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan
pertanggungjawaban keuangan Desa.

Dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa
memiliki kewenangan karena kepala desa merupakan pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan. Sedangkan perangkat desa adalah pelaksana teknis dalam
kegiatan pengelolaan keuangan: Kepala desa menunjuk langsung perangkat desa
untuk pengelolaan keuangan desa. Perangkat desa haruslah kompeten dalam
menjalankan tanggungjawabnya sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.
Keuangan desa harus  dikelola berdasarkan asas-asas Akuntabilitas dan

dilaksanakan dengan tertib serta disiplin-anggaran.

2.1.6  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Menurut Permendagri nomor 20 tahun 2018 Bab | Ketentuan Umum
menyebutkan Bahwa:
Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. APB Desa merupakan

dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran
mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
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APBDesa, terdiri atas:

1. Pendapatan Desa

untuk membayarnya ara itu re 0 aitl rekening yang

menyimpan Uang dan semua pendapatan desa liaplikasikan untuk

membayar u. Artinya, dari

definisi rek rtanyaar @ ngkut bisa atau
r 4

tidaknya des alam Permendagri

1. Pendapatan Asli Desa (PA
a. Hasil usaha desa antara lain: hasil Bumdes, tanah, kas desa.
b. Hasil aset antara lain: tambatan perahu, pasar desa, pemandian umum,
jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya.
c. Swadaya, partisipasi dan gotong-royong merupakan penerimaan dari
sumbangan masyakat Desa.

d. Pendapatan asli Desa lain yaitu berupa hasil pungutan Desa.



N ueeyeisndidg

iy disay yejepe il udwnyo(]

ISJIAIU

nenyj wejsy se)

19

2. Transfer

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud terdiri atas jenis:

a. Dana Desa;

yaitu Pembiayaan da daerah yang menyusutkan

'y q \\‘“ﬁ

ekuitas dana lancar dalam perioc Jaran yang berkaitan yang tidak akan

diperoleh kembali pembiayaanya oleh pemerintah.

Belanja Desa Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018:
Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang
merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak
akan diterima kembali oleh desa.

Belanja desa dimanfaatkan dalam rangka untuk membiayai pengurusan

kedaulatan Desa. Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas kelompok:
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Pengurusan Pemerintahan Desa terdiri atas:

a. Belanja pegawai

Tunjangan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan

c. Belanja modal
Belanja modal yang digunakan untuk penempatan sebagai bagian
dari pembelian/pengandaan barang dan pekerjaan dengan nilai pakai

lebih dari 12 bulan.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

21

2.1.7 Laporan Keuangan Desa

Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 menyatakan bahwa

Laporan Keuangan ialah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

Pentingnya kualitas dalam laporan keuangan adalah untuk mempermudah
para pengguna memahami informasi dari laporan keuangan tersebut. Laporan
keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan integritas dan alhasil akan dapat
menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan

daerah. Kepala Desa dikatakan bertanggungjawab apabila Laporan keuangan
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pemerintah desanya berkualitas dan sesuai dengan otoritas yang telah diberikan

dalam pelaksanaan tanggungjawab mengelola organisasi (Della, 2017).

APBDesa yang telah disepakati d

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa laporan

al tahun dalam bentuk peraturan desa.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri:

a.

Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa
Tahun Anggaran berkenaan.
Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran

berkenaan.
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C. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk
ke Desa.

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga)

yaitu hal ya gacu pa eterse P i ora g-orang yang
berkepentinga N pengof : yang terlibat.

Maka dari embaoa aka 0 ka n terbuka atas

memberikan informasi tentang kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada

pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi sangat penting bagi Kkinerja fungsi pemerintah dalam
menjalankan tugas dari rakyat. Mengingat pemerintah sekarang memiliki
kekuasaan untuk membuat keputusan penting yang mempengaruhi rakyatnya,

pemerintah harus memberikan informasi yang memadai tentang kegiatannya.
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Hal ini menjadikan transparansi sebagai alat penting yang dapat melindungi

uang rakyat dari korupsi.

2.1.9 Akuntabilitas

untuk

vertikal (vertical a ability), da ak : tal (horizontal

accountabili : i ertike 3 : ili yaitu

(Mardiasmo, 2018: 28) menjelaskan ada empat dimensi akuntabilitas
yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:
1. Accountability for probity and legality (akuntabilitas kejujuran dan
hukum). Akuntabilitas kejujuran yaitu menghindari penyalahgunaan
jabatan (abuse of power), dan akuntabilitas hukum itu sendiri ialah

kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ditetapkan.
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Process accountability (akuntabilitas proses). Akuntabilitas proses terkait
dengan apakah langkah-langkah untuk melaksanakan tugas sudah cukup

baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi

pertimbangan

ada alternatif

erkait dengan

iambil terhadap

gas publik baik individu

Akuntabilitas Qu Q ‘ ““9

atau kelompok wajib epada atasan langsungnya tentang
kemajuan kegiatannya atau hasil pelaksanaan kegiatannya secara berkala
atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Akuntabilitas Eksternal, terdapat pada setiap lembaga negara sebagai
suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua tugas yang telah

diterima dan juga telah dilakukan untuk kemudian dikomunikasikan

kepada pihak eksternal dan lingkungan.
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Dari penjelasan di atas bisa disimpulkan bahwa akuntabilitas mempunyai
tujuan untuk bertanggungjawaban kepada masyarakat atas dana yang digunakan

oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintah serta meningkatkan

dipercaya ole A i \asila galan dalam

menjalankan /e alan ujuannyze gung jawab ini

berkaitan enga ' atas hak-hak yang
diperoleh s¢
harus dilak agai kewajiban
hukum dan s kepada pihak

internal dan
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2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Model Penelitian

Kesimpulan

2.3 Hipotesis
Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan
Desa pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar belum sesuai dengan Permendagri No.20 tahun 2018.
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3.1 Desain Penelitian

e penelitian

eliti  untuk

penelitian [ : ga da , ode analisis dan
peringkasan data yang ke 1 S awancara dan

dokumentas

Objek penelitian ini dilakuka antor Desa Balam Jaya Kecamatan
Tambang Kabupaten Kampar, yang beralamat di JI. Raya Pekanbaru-Bangkinang

Km 32.
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3.3 Definisi Variabel Penelitian dan Indikator
Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa
transparansi harus dilakukan kepada masyarakat, maka beberapa indikator yang

digunakan untuk-pengukuran-dalam penelitian-ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.1
Indikator Transparansi

No Indikator

Menginformasikan APB Desa melalui media informasi yaitu baliho.

Ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

WIN |-

Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui
media informasi.

4 Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat.

Sumber:Permendagri No.20 Tahun 2018.

Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan
desa beberapa indikator akuntabilitas yang dilakukan untuk pengukuran dalam

penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tahap Perancanaan Akuntabilitas

No Indikator

1 Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa
berdasarkan RKP Desa.

2 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa
disampaikan oleh sekertaris Desa.

3 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan kepada BPD
untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

4 Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa
disiapkan oleh Kepala Desa.

5 Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan oleh Kepala
Desa kepada Bupati/Walikota.

6 Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
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Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dibantu oleh BPD.

Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.

Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang
penjabaran APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali
Kota paling lama:7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

9

Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Sumber:Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 3.3
Indikator Tahap Pelaksanaan Akuntabilitas

No Indikator

1 | Nomor rekening kas Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada
Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan
Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa.

2 Laporan digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana transfer.

3 Kaur Keuangan menyimpan uang tunai untuk memenuhi kebutuhan
operasional Pemerintah Desa.

4 Kepala Desa menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
sesual tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan
desa tentang APB /Desa dan peraturan‘kepala desa tentang penjabaran
APB Desa ditetapkan.

5 Rancangan DPA diserahkan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran
kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 hari kerja
setelah penugasan.

6 Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA dan DPPA paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan
rancangan DPA dan DPPA selanjutnya.akan disetujui oleh Kepala Desa.

7 Kaur Keuangan menyusun rancangan RAK Desa Berdasarkan DPA yang
telah disetujui kepala Desa yang disampaikan melalui Sekertaris Desa.

8 Kaur dan Kasi bertanggungjawab atas pelaksana kegiatan anggaran
terhadap tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kegiatan.

9 Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah
disetujui Kepala Desa.

10 | Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap
pelaksanaan kegiatan anggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.

Sumber:Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 3.4
Indikator Tahap Penatausahaan Akuntabilitas
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No Indikator

1 | Sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan Kaur Keuangan melakukan
Penatausahaan keuangan.

2 Setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dicatat oleh
Kaur Keuangan.

3 Setiap akhir bulan dilakukan penutupan buku kas umum.

4 Pengeluaran atas beban APB Desa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan
kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan
SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Kepala Desa.

5 Buku kas umum _yang ditutup setiap akhir. bulan dilaporkan oleh Kaur
Keuangan kepada Sekretaris Desa paling fambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

6 Laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama diampaikan Kepala
Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

Sumber:Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 3.5
Indikator Tahap Pelaporan Akuntabilitas
No Indikator
1

Disusunnya laporan semester pertama APB Desa yang terdiri dari laporan
pelaksanaan APB Desa:dan laporan.realisasi anggaran oleh Kepala Desa

dengan cara menggabungkan'seuruh laporan paling lambat minggu kedua
bulan Juli tahun berjalan.

Laporan semester pertama dilaporkan Kepala Desa kepada Bupati/Wali
Kota melalui Camat.

Laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa disampaikan Bupati/Wali
Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa
paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Sumber:Permendagri No.20 Tahun 20418.

Tabel 3.6
Indikator Tahap Pertanggungjawaban Akuntabilitas

No Indikator

1 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan oleh
Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun
anggaran.

2 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa disampaikan kepada
Bupati/Wali Kota paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran.
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3 Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa ditetapkan dengan
peraturan desa.

4 Laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan
Bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina
Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun
berjalan.

Sumber:Permende

peneliti : ak aitu jenis data primer dan
sekunder.
1. Data Primer
Data Primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data
kepada pengumpul data (Sugiyono, 2021: 104). Data primer dalam penelitian

ini adalah data yang diperoleh dari kantor desa berupa data-data yang
berhubungan dengan keuangan dan data lain yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti. Seperti Struktur Organisasi, Laporan Realisasi
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Anggaran dan Pendapatan Desa, APBDes, Besaran ADD, Buku Kas Umum
dan lain-lainnya.

2. Data Sekunder

ng memberikan data

1.

Menurut Nasution,1988 dala Sugiyono, 2021: 106) Observasi ialah
dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik observasi ialah pengumpulan data dari
sumber data yang berupa tulisan, angka, serta gambar atau rekaman gambar yang
dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan
menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan terhadap fenomena yang

terjadi pada lokasi penelitian.
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Dengan begitu peneliti mengadakan pengamatan langsung dilapangan agar

melihat secara jelas bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti dengan

benar.

semi terstruktur di mana akan dilakukan dengan Kepala Desa, Sekretaris, dan
Bendahara Desa. Tujuan dari wawancara semiterstruktur ialah untuk menemukan
permasalahan secara lebih terbuka, dan pihak responden dapat diminta untuk

mengungkapkan pendapat dan ide nya.
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3.6  Teknik Analisis Data
Menurut (Sujarweni, 2020: 34) Analisis data merupakan kegiatan untuk

mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan

dasarkan fokus atau

a yang paling
an pada hal-hal

an data yang

beneliti  berusaha

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami tersebut.
3. Conclusion Drawing/Verificatio (Penyimpulan dan Verifikasi)

Setelah melewati dua langkah diatas, langkah selanjutnya adalah membuat
kesimpulan yang berupa temuan baru yang telah teruji. Data yang sudah di

reduksi dan disajikan secara sistematis akan disimpulkan sementara. Kesimpulan
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yang diperoleh pada tahap awal biasanya kurang jelas, tetapi pada tahap-tahap
selanjutnya akan semakin tegas dan memiliki dasar yang kuat (Sujarweni, 2020:

35).

%
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e
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian

Lintang Utara g il 1\ 5 S 2bagian besar yaitu

95% adalah-tar atar dan 59 3 g hingga berbukit.
Menimbang le ae IS il dipengaruhi angin
laut deng jgian daratan dari launtan iala an suhu udara antara

20 °C s/d 30°°C, a j ) 1 esa Balam Jaya

Desa Balam Jaya mempunyai luas wilayah £+420 Ha, Jarak ke lbu Kota
Provinsi +26 Km dengan waktu tempuh 30 menit, Jarak ke Ibu Kota
Kabupaten/Kota +28 Km dengan waktu tempuh 36 menit, dan Jarak ke Ibu Kota

Kecamatan 4 Km dengan waktu tempuh 5 menit.

37
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4.1.2 Gambaran Umum Demografi
Menurut data administrasi yang ada di pemerintahan Desa Balam Jaya,

penduduk yang tercatat secara administrasi totalnya 1340 jiwa. Dengan rincian

diwilaya

Dari Jaya kecamatan

ANAENANARNT)

S

“‘
“2>

Tambang jenis kelamin,

berdasarka rdasarkan  mata

pencaharian

No Jenis Kelamin Presentase

1 | Laki-Laki 663 49,5 %

2 | Perempuan 677 50,5%
Jumlah 1.340 100 %

Sumber : Data Pokok Desa Balam Jaya Tahun 2022.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | presentase
1 | Usia0—6 Tahun 106 96 202 15,1%
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EaN

pada usia

SRNNHEALY

2 | Usia7-12Thun 86 72 158 11,8%
3 | Usia 13 —18 Tahun 79 96 175 13,1%
4 | Usia!9 — 25 Tahun 72 105 177 13,2%
5 | Usia 26 — 40 Tahun 157 157 314 23,4%
6 | Usia4l—55 Tahun 121 105 226 16,9%
7 | Usia 56 — 65.Tahun 55 4,1%
3 -

9

No Presentase
1 9,7%
2 17,6%
3 62,6%
4 0
5 0,4%
6 " 5%
7 | Tamat S-1/Sederajat 3,9%
8 | Tamat S-2/Sederajat 6 0,7%
9 | Tamat S-3/Sederajat 1 0,1%
10 | Tamat SLB A 0 0
11 | Tamat SLB B 0 0
12 | Tamat SLB C 0 0

Total 853 100%

Sumber : Data Pokok Desa Balam Jaya Tahun 2022.
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Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan

tingkat pendidikan di Desa Balam jaya Kecamatan Tambang kabupaten Kampar

adalah kebanyakan tamatan SMA/Sederajat yaitu 534 orang atau 62,6%.

RSITAS ISLY
No ar| Prsentase
1 P 12,9%
2 B 3,4%
3 B 0,5%
4 Pegawa 1,3%
Si ¢ .
5 Pe a o= 15 0,5%
Ke - 8
6 Pet ¥ 1,3%
7 | Mo ZERNE 0,4%
8 |Bid S 1 0,4%
9 | Ahl n 0,4%
Alte
10 | TNI 0,2%
11 | POL 1 0,2%
12 | Dosen 0,2%
13 | Seiman/artis 0,1%
14 | Tukang 2 0,2%
15 | Karyawan 100 7,7%
Perusahaan S
16 | Wiraswasta ! 154 11,8%
17 | Belum Bekerja 145 268 20,6%
18 | Ibu Rumah Tangga 0 303 303 23,3%
19 | Perangkat Desa 3 5 8 0,6%
20 | Buruh Harian 43 13 56 4,3%
Lepas
21 | Buruh Usaha Hotel 13 0 13 1%
dan Penginapan
22 | Usaha Warung, 1 6 7 0,5%
Rumah Makan dan
Restoran
23 | Wedding Organizer 0 3 3 0,2%
24 | Tukang Jahit 1 19 20 1,5%
25 | Tukang Kue 0 3 3 0,2%
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26 | Tukang Rias 0 4 4 0,3%

27 | Juru Masak 0 1 1 0,1%

28 | Karyawan Honorer 43 27 70 5,4%

29 | Tukang Cukur 1 1 2 0,2%

30 | Tukang Listrik 2 0 2 0,2%
i 0 1

mata pen
adalah ke
12,9%. A

(IRT) terb

Kaur Kesra
Kaur Keuangan
Kaur Pembangunan
Dusun Padang Balam
Dusun Srijaya

Dusun Kewuong Indah

Ayu Lestari

: Neng Oktarina

: Devi Susanti

> Idris Maulana, SE
: Zainal Arifin

. Fitri Yani, SE
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Dari hasil wawancara penulis dengan aparatur desa dan beberapa warga di

Desa Balam Jaya, maka pada pembahasan ini penulis akan mencoba

informasi  yaitu
baliho.

Balam Jaya yang
berisikan tentang APB
Desa.

Keterangan
Sesuai (S),
Indikator Hasil Wawancara Dokumen Tidak Sesuai
(TS), Belum
Terjadi (BT)
1. Menginformasik | Adanya media
an APB Desa | informasi berupa baliho
melalui  media | yang terdapat di Desa Lampiran 7 S
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2. Ada papan | Belum adanya papan
pengumuman pengumuman di kantor
mengenai Desa sehingga

. : ) - TS
kegiatan ~ yang | masyarakat masih sulit
sedang mengakses infomasi.
dijalankan.
. Laporan

dilakukan pada Desa Balam Jaya, ini dikarenakan belum adanya papan

pengumuman yang berisikan Laporan Pertanggungjawaban dan kegiatan-kegiatan
yang tertulis.

Seharusnya  masyarakat dengan mudah  mengakses  Laporan
Pertanggungjawaban dan kegiatan-kegiatan yang akan atau sudah dilaksanakan di

Desa Balam jaya, dan adanya papan pengumuman yang berisikan hal tersebut.
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Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu
"Ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan dan

Laporan pertanggungjawaban diinformasikan kepada masyarakat melalui media

informasi".

masyarakat dala ~ kan amanah yang dibe spadanya dan harus
sesuai dengan'pe 3 of 0. 20 Tahun 2018

tentang penge

A.

penyusunan rancangan APB Desa dasarkan RKP Desa dan disampaikan
kepada Kepala Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk disepakati

bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan”.
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Indikator Perencanaan
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tentang

Keterangan
Sesuai (S),
Tidak Sesuai
(TS), Belum
erjadi (BT

Desa
disampaikan

Desa tentang APB
Desa kepada

Desa S
Kepala
disampaika
oleh
S
bersama paling
lambat bulan
Oktober  tahun
berjalan.
. Rancangan Kepala Desa
Peraturan Kepala | menyiapkan Rancangan
Desa mengenai | Peraturan Kepala Desa
penjabaran APB | tentang penjabaran S
Desa disiapkan | APB Desa.
oleh Kepala
Desa.
. Rancangan Kepala Desa
Peraturan Desa | menyampaikan
tentang APB | Rancangan Peraturan S
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oleh Kepala
Desa kepada
Bupati/Walikota.

Bupati/Walikota.

6. Kepala  Desa
memberhentika

Pemberhentian

n pelaksanaan
Peraturan

" oe

tentang
Desa
Peraturan
Kepala
tentang
penjabaran A
Desa
disampaikan
Kepala  Desa
kepada
Bupati/Wali
Kota paling
lama 7 (tujuh)
hari kerja
setelah
ditetapkan.

pelaksanaan peraturan

a dilakukan kepala

R NSSSAUR

Perubahan APB
Desa hanya
dapat dilakukan
1 (satu) Kali
dalam 1 (satu)
tahun anggaran,
kecuali  dalam

dalam 1 (satu) tahun
anggaran berjalan,
Perubahan APB Desa
hanya dilakukan 1
(satu) kali.
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keadaan luar
biasa.

Berdasarkan hasil wawancara dari tabel 4.6 yang disajikan diatas dapat

diketahui bahwa pada Akuntabilitas tahap Pere aan di Desa Balam Jaya

sepenuhnya

AtAtNay

untuk pengenc

3.
QD
o
QD
=3
(@)
c
>
QD
=3
QD
oD

menyimpan

Keterangan
Sesuai (S),

Indikator Hasil Wawancara Dokumen Tidak Sesuai
(TS), Belum
Terjadi (BT)

1. Nomor Kepala Desa
rekening kas | melaporkan Nomor
Desa dilaporkan | rekening kas Desa
oleh Kepala | kepada
Desa  kepada | Bupati/Walikota.
Bupati/Walikota
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untuk
disampaikan
kepada
Gubernur
dengan
tembusan

Kaur dan |
pelaksana
kegiatan
anggaran sesuai
tugasnya
menyusun DPA
paling lama 3
hari kerja
setelah
peraturan desa
tentang  APB
Desa dan
peraturan kepala
desa tentang
penjabaran APB
Desa
ditetapkan.

5. Rancangan

Kaur

dan

Kasi
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DPA diserahkan
Kaur dan Kasi
pelaksana
kegiatan
anggaran
kepada Kepala

menyusun
rancangan RA
Desa
Berdasarkan
DPA yang telah
disetujui kepala

Desa yang
disampaikan
melalui

Sekertaris Desa.

pelaksana kegiatan
anggaran menyerahkan
rancangan DPA ke
Sekretaris Desa untuk
diberikan ke Kepala
£sa.

. Kaur dan Kasi

bertanggungjaw
ab atas
pelaksana
kegiatan
anggaran
terhadap

pengeluaran yang
menggunakan buku
pembantu kegiatan

adalah tanggungjawab
Kaur dan Kasi.
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tindakan
pengeluaran
menggunakan
buku pembantu
kegiatan.

Kaur dan Kasi

yang telah
e )

MM
oo o

C. Penatausahaan
Penatausahaan pengelolaan keuangan desa di atur dalam Permendagri No.
20 Tahun 2018 pasal 63 yang berbunyi "Penatausahaan keuangan dilakukan oleh

kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan
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melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum yang

ditutup setiap akhir bulan™.

Keuangan.

3. Setiap

kas umum.

bulan dilakuka
penutupan buku

4. Pengeluaran

atas beban APB

Desa
dikeluarkan
oleh Kaur
Keuangan
kepada  Kaur
dan Kasi
pelaksana
kegiatan
anggaran  atas
dasar DPA dan

SPP yang

mengeluarkan
pengeluaran atas beban
APB Desa kepada Kaur
dan Kasi pelaksana
kegiatan anggaran.

TS
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diajukan  serta
telah  disetujui
oleh Kepala
Desa.

5. Buku kas umum | Kaur Keuangan tidak
yang ditutup enutup  buku  kas
setiap : i i

Kecamatan Tambang Kabupate elah melakukan penatausahaan yang
dilakukan oleh kaur keuangan, kaur keuangan mencatat penerimaan dan
pengeluaran kedalam kas umum, akan tetapi kaur keuangan tidak menutup buku
kas umum setiap akhir bulan, kaur keuangan menutup buku kas umum setiap akan

dilakukannya pelaporan.
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Maka dapat disimpulkan bahwa pada Akuntabilitas tahap Penatausahan di
Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut Permendagri

No. 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya Accountable.

E‘\
-~
QD
>
QD
o)
o
=
QO
>

pelaksanaa
diantaranya

dilaporkan

Keterangan
Sesuai (S),

Tidak Sesuai
(TS), Belum
Terjadi (BT)

|QWNRNRRERDND

s b

1. Disusunnya

laporan

semester

pertama APB

Desa yang 3

terdiri dari | seluruh lapora

laporan tetapi laporan tersebut

pelaksanaan disusun melebihi batas .

APB Desa dan | waktu yang telah Lamg;zlzranB TS

laporan realisasi | ditentukan.
anggaran  oleh
Kepala  Desa
dengan cara
menggabungkan
seuruh laporan
paling  lambat
minggu  kedua
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bulan Juli tahun
berjalan.
2. Laporan Kepala Desa
semester melaporkan laporan
pertama semester pertama
dilaporkan epada Bupati/Wali
.y S

Kepala

lambat
kedua

Agustus
berjalan.

Kecamatan Tambang Kabupate epala Desanya telah melaporkan
laporan semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, akan tetapi
laporan yang seharusnya dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli
namun pada data tahun 2019 dan 2020 yang penulis dapatkan langsung dari Desa

Balam Jaya, di data tersebut terlihat bahwa Desa Balam Jaya melaporkannya pada

bulan September di tahun 2019 dan bulan Oktober ditahun 2020.
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Maka dapat disimpulkan bahwa pada Akuntabilitas tahap Pelaporan di

Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar menurut Permendagri

No. 20 Tahun 2018 belum sepenuhnya Accountable.

dalam

- | Keterangan

Sesuai (S),
Tidak Sesuai
(TS), Belum
Terjadi (BT)

1. Laporan

pertanggungjaw

aban  realisasi

APB Desa | realisasi AP

disampaikan setiap  akhir  tahun

oleh Kepala | anggaran kepada | Lampiran 3 S

Desa  kepada | Bupati/Wali Kota &4

Bupati/Wali melalui Camat.

Kota  melalui

Camat  setiap

akhir tahun

anggaran.

2. Laporan Kepala Desa Lampi

. ) ampiran 3
pertanggungjaw | menyampaikan &4 S
aban  realisasi | Laporan
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APB Desa | Pertanggungjawaban
disampaikan realisasi APB Desa
kepada bulan Desember
Bupati/Wali kepada Bupati/Wali
Kota paling | Kota.

lambat 3 bulan

setelah

Menteri
Direktur

lambat mi
kedua
April
berjalan.

Berdasarkan hasil wawancara

dari tabel 4.10 yang disajikan diatas dapat

diketahui bahwa pada Akuntabilitas tahap Pertanggungjawaban di Desa Balam

Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Kepala Desanya telah

menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Desa dan Laporan

Pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir tahun anggaran kepada

Bupati/Wali Kota melalui Camat.
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Maka dapat disimpulkan bahwa pada Akuntabilitas tahap
Pertanggungjawaban di Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten

Kampar menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 sudah Accountable.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Laporan
dari itu dapat

Desa di Desa

buku kas umumnya tidak ditutup ap akhir bulan, akan tetapi buku kas
umumnya ditutup setiap akhir tahun anggaran. Dan pada tahap Pelaporan, laporan
semester pertama APB Desa yang terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan
laporan realisasi anggaran yang seharusnya dilaporkan minggu kedua bulan Juli
akan tetapi laporan tersebut di laporkan bulan September dan Oktober pada tahun

2019 dan 2020. Maka dapat di tarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas di Desa

58
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Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya

accountable.

5.2 Saran

maka pihak-pihak
yang be
1.
s Pengelolaan

Keuangan De aksa ," " s ermendagri No.20
Tahun 20 gan adanya papan pengumu pan informasi yang
berisikan Lag ( . : ang tertulis, dan
buku kas u
2.

pahas  komponen-
komponen yang angan Desa termasuk
tahap pembinaan, peng annya, karena penelitian ini

hanya membahas tentang Pengelola euangan Desa mengenai Perencanaan,

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.
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